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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Di dalam kegiatan pelaksanaan  pemerintahan negara dan 

pembangunan  nasional untuk mencapai masyarakat Makmur,  adil dan 

pemerataan berdasarkan Pancasila dan  UUD 1945. Pasal 18 ayat 1 UUD 

1945  menyebutkan “Negara Kesatuan Republik  Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi  dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten  dan kota, yang 

tiap-tiap provinsi, kabupaten,  dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, 

yang diatur dengan undang-undang.” Salah satu  bagian dalam struktur 

pemerintah Negara  Kesatuan Republik Indonesia di tingkat 

daerah  pemerintahan di tingkat desa adalah yang paling  dekat dengan 

masyarakat. 

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 telah dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia, Karena Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sehingga perlu diganti undang-undang tersebut menjadi 

landasan pemberian otonomi secara luas kepada daerah kabupaten maupun 

kota, utamanya dalam mengeskpresikan potensi pembangunan yang dimiliki. 

Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan 

daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan, kekhususan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi merupakan prinsip 

dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014, Desa adalah desa dan 

desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan 

kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus 

melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Sebelum disebut 

Badan Permusyawaratan Desa, dahulu disebut Lembaga Ketahanan 

Masyarakat Desa (LKMD). Badan Permusyawaratan Desa merupakan Badan 

atau Lembaga Legislatif yang ada di Desa. Adapun Dasar Hukum yang 

mengatur tentang BPD adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan 

Permusyawaratan Desa memiliki Fungsi: 

1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa 

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa 

3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa 

BPD yang merupakan bagian dari  demokrasi di wilayah desa 

memiliki  keanggotaan yang dipilih secara Demokrasi dari, oleh, dan 

untuk  masyarakat di daerah tersebut, guna  memastikan azas keterwakilan 

wilayah dan  masyarakat melalui wakil-wakil yang terpilih.  Sebagai bagian 

dari pemerintah daerah, BPD  menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 

2014  pasal 55 memiliki tiga tugas yang utama, adalah  sebagai lembaga 

legislasi yang menyepakati  dan membahas Rancangan Peraturan 

Desa,  mengumpulkan dan menyampaikan masukan  dari masyarakat desa, 

serta melakukan  pengawasan terhadap kinerja dari Kepala Desa.   

Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa 

akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. 

Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan 

masyarakat dalam pelaksanaannya. 

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana 

menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik 
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sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa 

tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami 

apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. 

 Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan 

kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam UU No. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa, fungsi Badan Perwakilan Desa dan Menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, bahwa:  

 Pasal 31, Badan Perwakilan Desa mempunyai Fungsi :  

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa;  

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan  

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Menampung Aspirasi Masyarakat yaitu, menanggani dan menyalur 

aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang 

berwenang  

Hal itu merupakan hasil dari keberadaan anggota BPD yang dipilih 

oleh rakyat desa yang memenuhi syarat, dan diharapkan anggota BPD dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengingat strategisnya kedudukan dan 

fungsi BPD dalam pengembangan demokrasi dan otonomi di tingkat desa, 

maka anggota BPD hendaknya merupakan figur yang berkualitas, amanah, 

serta mampu memahami dan melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik 
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dan benar.  Badan Pemusyawaratan Desa yang ideal adalah Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjalankan fungsinya dengan baik sesuai 

yang diamanatkan dalam undang-undang. Adapun Fungsi BPD dalam arti 

sempit yaitu menetapkan PERDES bersama Kepala Desa, serta menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sedangkan fungsi BPD dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa secara luas meliputi fungsi legislasi, 

fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan fungsi BPD diatas maka 

kedudukan BPD menjadi sangat penting dalam pemerintahan di desa. Fungsi 

tersebut dibutuhkan kualitas anggota-anggota BPD yang handal dalam 

berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawabnya. 

Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil penduduk desa yang 

dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi, adat 

istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Untuk itu BPD dan kepala desa menetakan peraturan desa. 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab 

kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Bupati.  

Desa Tenggayun adalah salah satu desa dikecamatan bandar 

laksamana Kab Bengkalis, yang berdiri pada tahun 1900 M. Desa Tenggayun 

merupakan salah satu desa induk dari Desa Sepahat dan Api-Api pada zaman 

kepemerintahan Tenggayun, di Desa Tenggayun mempunyai sumber daya 

alam yang sangat memadai, baik itu dari daratan maupun Perairan laut. Desal 

Tengga lyun memiliki palntali ya lng sa lnga lt inda lh da ln menalrik balnya lk pengunjung 
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da lri lualr daleralh. Da lla lm proses pemerintalha ln Desa l Tengga lyun melibaltkaln 

berbalga li komponen da lla lm menjallalka ln birokralt pemerintalha ln Desa l la lya lknya l 

denga ln Desa l-desa l la lin ya lng bera lda l di Ria lu. Sa lla lh sa ltunya l a lda lla lh pera ln Ba lda ln 

Permusya lra lta ln Desa l (BPD) da lla lm menja llalnka ln tupoksinya l seba lga li penga lwa ls 

da ln menalmpung a lspira lsi malsya lra lka lt di Desa l daln menyelengga lra lka ln sistem 

pemerintalha ln Desa l di Desal Tengga lyun. Semestinya l bena lr-bena lr malmpu 

menalmpung da ln menya llurka ln a lspira lsi ma lsya lra lka lt tersebut, termalsuk menga ltur 

da ln mengurus kepentinga ln ma lsya lra lka lt. Untuk itu Desa l Tengga lyun dibentuk 

Pemerintalha ln Desa l daln Ba lda ln Permusya lwa lralta ln Desa l. Berikut Merupakan 

Struktur Badan Permusyawaratan Desa Tengggayun. 

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa 

No Nama Jabatan 

1 Zulfikri Ketua 

2 Norman Wakil Ketua 

3 Iwan Sekretaris 

4 Asri Baini Anggota 

5 Eka Juliana Sari Anggota 

Sumber: Arsip Desa Tenggayun 

Denga ln keha ldiraln Ba lda ln Permusya lwa lra lta ln Desa l tersebut dihalra lpka ln 

da lpalt menya llurka ln pembalnguna ln da ln kehidupaln malsya lra lka lt Desa l, talha lp 

da llalm meneralpka ln keputusaln daln kebijalka ln dallalm tupoksi membualt Peralturaln 

Desa l bersalma l-sa lma l Kepa lla l Desal melallui proses menalmpung serta l 

menya llurka ln a lspira lsi malsya lra lka lt di Desa l Tengga lyun.  
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BPD denga ln sejumlalh fungsi ya lng meleka lt paldalnya l menjaldika ln BPD 

seba lga li sebua lh institusi ya lng memiliki kekua lsa laln politik ya lng besa lr di tingka lt 

Desa l. Selalin kekualsa la ln kepallal desa l ya lng selalma l ini telalh a lda l. Ba lhka ln denga ln 

fungsinya l seba lga li lembalga l penga lwa ls, ya lng meliputi pengalwa lsa ln terhalda lp 

pelalksa lna laln Pera lturaln Desa l, ALngga lra ln Penda lpalta ln daln Bela lnjal Desa l serta l 

Keputusa ln Kepa llal Desa l, kedudukaln BPD lebih kualt dibalndingka ln kepa llal desa l 

seba lga li referensi malsya lra lka lt Desa l.  

Ha lk BPD a lnta lral la lin memintal keteralnga ln kepa ldal Pemerintalh Desa l, 

ya litu Kepa lla l Desa l da ln Pera lngka lt Desa l. Da llalm ka litaln ini malkal BPD ma lupun 

Pemerintalh Desa l di Desa l Tengga lyun ha lrus memiliki sumber dalya l ma lnusia l 

ya lng profesiona ll, ka lpalbel, calkep da ln dalpa lt dialnda llkaln kinerjal orga lnisa lsinya l 

secalra l keseluruhaln da llalm mengelolal a lspira lsi Pemerintalh Desa l da ln BPD 

semestinya l ma lmpu memberikaln respon terhalda lp setialp percepalta ln kema ljualn 

da ln dina lmika l ya lng berkemba lng. Ha ll ini da llalm meningka ltkaln kinerja l 

Pemerintalh Desa l kedualnya l tida lk berkolalbora lsi secalral ha lrmonis, 

mempertalnggungja lwa lbka ln kinerjalnya l da ln menjalwa lb untuk mewujudkaln 

keingina ln daln a lspira lsi malsya lra lka lt.  

Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung aspirasi 

Masyarakat harus Hadir di Sekretariat, namun pada kenyataannya BPD 

Tenggayun tidak rutin melakukan piket harian disekretariat, hal ini tentu saja 

dapat menghambat BPD dalam menjalankan fungsi Menampung Aspirasi 

Masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa juga harus aktif dalam Setiap 

Musyawarah baik Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maupun 
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Musyawarah lainnya. Berikut data kehadiran BPD dalam Musrenbangdes 

untuk Perencanaan Tahun 2024 pada 25 September tahun 2023. 

Tabel 1.2 Status kehadiran pelaksanaan Musrenbangdes 

No Jumlah 

Anggota BPD 

Jumlah yang hadir Jumlah yang 

tidak hadir 

1 5 3 2 

Sumber: Arsip Desa Tenggayun 

Dari Data diatas terdapat Badan Permusyawaratan Desa yang tidak 

hadir, hal ini dapat Menghambat Fungsinya dalam menyalurkan Aspirasi 

Masyarakat, hall ini terbukti denga ln a ldalnya l berba lga li kelema lhaln ya lng terjaldi 

dialnta lralnya l:  

1. Kura lng berfungsinya l Badan Permusyawaratan Desa Tengga lyun da llalm 

menjallalnka ln tupoksinya l terutalmal da llalm menalngga lpi alspira lsi malsya lra lka lt.  

2. Kura lng komunika lsi Badan Permusyawaratan Desa l Tengga lyun denga ln 

a lpalra lt desa l da ln ma lsya lralka lt, sehingga l mengha lmbalt BPD da lla lm 

menjallalnka ln fungsinya l.  

3. Adanya l ALnggota l Badan Permusyawaratan Desa tidalk ha ldir dallalm 

Pelalksa lna la ln Ra lpalt.  
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Tabel 1.3 Daftar Perumusan RPJMDes oleh BPD Desa Tenggayun 

Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis 

No Daftar permasalahan dan 

keluhan masyarakat 

Perumusan RPJMDes 

oleh BPD 

1. Semenisasi Jalan Belum 

2. Drainase Belum 

3. Rehabilitas Sekolah MDA Belum 

4. Sarana dan Prasarana olahraga Belum 

5.  Pemberdayaan Masyarakat Sudah 

6. Pengecatan Masjid dan 

Musholla 

Sudah 

Sumber: Arsip Desa Tenggayun Tahun 2023 

Da lri beberalpa l malsa llalh dialta ls bisa l dilihalt balhwa l Ba lda ln 

Permusya lwa lra lta ln Desa l Tengga lyun belum memalksimallka ln alspira lsi malsya lra lka lt 

denga ln ba lik da lla lm hall pemba lnguna ln sosia ll da ln fisik, ha ll ini dalpa lt dilihalt da lri 

pembalnguna ln a lkses tra lnsporta lsi untuk menuju lokalsi perkebunaln wa lrga l ya lng 

a ldal di Desal Tengga lyun belum bisal dika ltalka ln balik. Selalin itu, balnya lknya l 

keluhaln Ma lsya lra lka lt alga lr dibua ltkaln Pera lturaln Desa l tentalng la lra lnga ln mobil 

untuk malsuk ke kebun wa lrga l ya lng a lkses jalla lnnya l ma lsih ta lna lh sehingga l da lpa lt 

semalkin merusa lk jalla ln wa lrga l ya lng sa lmpa li sa la lt ini belum alda l ditalngga lpi oleh 

Pemerintalh Desa l. 

BPD di Desa l Tengga lyun menjaldi pembicalra la ln ya lng mena lrik 

menginga lt lembalga l tersebut merupalka ln lembalga l ya lng sebena lrnya l ditunggu-

tunggu oleh ma lsya lra lka lt da llalm mewujudka ln demokralsi di lingkunga ln desa l, 

denga ln mengoptima llisalsika ln peraln da ln fungsinya l.  

 Da lri laltalr bela lkalng tersebut ma lkal peneliti tertalrik untuk melalkukaln 
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penelitialn denga ln judul “ALnallisis Fungsi Baldaln Permusyalwalraltaln Desa l 

(BPD) dallalm Menalmpung daln Menyallurkaln ALspiralsi Malsyalralkalt Di Desal 

Tenggalyun Kecalmaltaln Balnda lr Lalksalmalnal Ka lbupalten Bengkallis“. 

1.2. Rumusaln Malsallalh 

 

Berda lsa lrka ln la ltalr belalka lng ma lsa lla lh ya lng telalh di kemukalka ln, 

malka l da lpa lt di rumuskaln perma lsa llalha ln seba lga li berikut: 

1. Ba lga limalna l pelalksa lna la ln fungsi Ba ldaln Permusya lwa lralta ln Desa l da lla lm 

mena lmpung da ln menya llurka ln a lspra lsi ma lsya lra lka lt di Desal  Tengga lyun 

Keca lma ltaln Ba lndalr La lksa lmalna l Ka lbupa lten Bengka llis ? 

2. Kenda llal a lpal sa lja lkalh ya lng diha lda lpi da llalm menampung dan 

menyalurkan aspirasi Masyarakat oleh Ba ldaln Permusya lwa lra ltaln Desa l 

di Desa Tengga lyun Kecalma ltaln Ba lnda lr La lksa lmalna l Ka lbupa lten 

Bengka llis ? 

1.3. Tujualn Penelitialn 

1. Untuk mengeta lhui ba lga limalnal fungsi Ba ldaln Permusya lwa lraltaln Desa 

dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat l di Desa l  

Tengga lyun Keca lmalta ln Ba lndalr La lksa lmalna l Ka lbupalten Bengka llis.  

2. Untuk mengeta lhui kendallal a lpal sa ljal ya lng diha ldalpi da lla lm pelalksa lnala ln 

fungsi Ba lda ln Permusya lwa lra ltaln Desa l dalam menampung dan 

menyalurkan aspirasi Masyarakat di Desa l  Tengga lyun Keca lmaltaln 

Ba lndalr La lksa lmalna l Ka lbupa lten Bengka llis. 
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1.4. Malnfalalt Penelitialn 

1. Ma lnfa lalt Teoritis 

Secalra l Teoritis halsil penelitialn ini diha lralpka ln da lpa lt memperkalya l 

pengemba lnga ln ilmu aldministralsi ya lng berhubunga ln dengaln konsep 

implementalsi kebijalka ln da ln pelalksa lnala ln fungsi Ba ldaln Permusya lwa lra ltaln 

Desa l da lla lm penyelengga lra la ln otonomi da leralh serta l da lpa lt memperkalya l 

kha lsa lnal ilmu pengeta lhua ln khususnya l ya lng berka litaln denga ln kinerjal 

orga lnisalsi pemerintalha ln pa lda l umumnya l. 

2. Ma lnfa lalt Pra lktis 

Secalra l Pra lktis penelitialn ini bisal berguna l kepalda l penga lmbil 

kebijalkalndalla lm menemuka ln solusi ya lng bermalnfalalt khususnya l paldal Ba ldaln 

Permusya lwa lra lta ln Desa l di Desal Tengga lyun dalla lm upalya l melalksa lna lka ln fungsi ya lng 

optimall kepa ldal malsya lralka lt da ln diha lra lpkaln dalpalt memperbaliki, meningka ltka ln 

kinerja l alpalra lt Pemerinta lh Desa l seba lga li sa llalh sa ltu wujud pela lksa lna laln Otonomi 

Dalera lh. 

 
1.5. Sistemaltikal Penulisaln 

 

BALB I : PENDALHULUALN 

 

Ba lb ini berisikaln La lta lr Bela lka lng Ma lsa lla lh, Rumusa ln 

Ma lsa lla lh, Tujualn Penelitialn, Ma lnfa la lt Penelitialn da ln 

Sistemaltikal Penulisa ln. 

BALB II : LALNDA LSALN TEORI  

 

Isi da lri Ba lb ini terdiri dalri Otonomi Daleralh, Desa l, 

Desa l ALdalt, Otonomi Desal, Ba lda ln Permusya lwa lra lta ln 
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Desa l (BPD), Tuga ls da ln Fungsi BPD, Ma lsya lra lka lt, 

Definisi Konsep, Definisi Operalsiona ll, Teknik 

Pengukura ln da ln Hipotesis. 

BALB III : METODE PENELITIA LN 

 

Pa lda l Ba lb ini berisika ln Loka lsi Penelitialn, Jenis 

Penelitia ln, Informa ln Penelitia ln, Jenis da ln Sumber Da lta l, 

Teknik Pengumpulaln Da ltal da ln ALna llisal Da ltal. 

BAB IV         : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini peneliti menyajikan tentang lokasi 

penelitian, dan mencoba menggambarkan secara umum 

tentang lokasi penelitian, seperti Sejarah Singkat Desa 

Tenggayun, Geografis Desa Tenggayun, Penduduk, 

Pemerintahan, Pendidikan, Agama, dan Mata 

pencaharian. 

BAB V          :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan tentang hasil 

penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana 

Kabupaten Bengkalis yang dilakukan dan disusun 

sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan 

tujuan dari penelitian ini 
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BAB VI          : PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan tentang dua sub bab yaitu 

kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca. 

DA LFTALR PUSTALKA
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BALB II 

LALNDA LSALN TEORI 

2.1. Otonomi Daleralh 

Menurut Ha lnif Nurcholis (2007:30) Otonomi daleralh aldalla lh halk 

penduduk ya lng tingga ll dallalm sua ltu  da leralh untuk menga ltur, mengurus, 

mengenda llikaln daln mengemba lngka ln  urusa lnnya l sendiri dengaln menghorma lti 

peraltura ln perundalnga ln ya lng berlalku.  

Menurut Inu Kenca lnal (2002:94) Otonomi Da leralh a lda llalh 

ha lk, wewena lng da ln kewaljibaln sua ltu pemerintalha ln da leralh untuk menga ltur 

da ln mengurus ruma lh talngga lnya l sendiri. Ha lw Widja ljal (2002:11) Menga lta lkaln 

Otonomi Dalera lh alda llalh kewenalnga ln Da leralh Otonom untuk mengaltur da ln 

mengurus kepentinga ln malsya lralkalt setempalt menurut pralka lrsal 

sendiri berda lsa lrkaln alspira lsi ma lsya lralkalt sesua li denga ln peraltura ln perundalng-

unda lnga ln.   

Da llalm Unda lng-unda lng Nomor 23 Talhun 2014, Otonomi Daleralh 

a ldalla lh ha lk, wewenalng, da ln kewa ljibaln  da leralh otonom untuk menga ltur daln 

mengurus sendiri  Urusa ln Pemerintalha ln da ln kepentinga ln 

malsya lra lka lt  setempalt dallalm sistem Nega lral Kesa ltualn Republik  Indonesia l. 

Unda lng-unda lng Menjelalska ln ba lhwa l penyelengga lrala ln pemerintalha ln dalera lh 

dialra lhka ln untuk mempercepalt terwujudnya l kesejalhteralaln ma lsya lralka lt melallui 

peningka ltaln pela lya lna ln, pemberdalya la ln, da ln peraln serta l ma lsya lra lkalt, sertal 

peningka ltaln da lya l sa ling da leralh denga ln memperhaltikaln prinsip demokralsi, 

pemeraltala ln, kealdilaln, da ln kekha lsa ln sua ltu dalera lh da llalm sistem Nega lral 

Kesa ltualn Republik Indonesial. Desentra llisalsi alda llalh penyera lha ln Urusa ln 
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Pemerintalha ln oleh Pemerintalh Pusa lt kepalda l da leralh otonom berdalsa lrka ln ALsa ls 

Otonomi. Denga ln diguna lka lnnya l a lsa ls desentrallisalsi pa lda l ka lbupa lten daln kota l, 

malka l  kedua l da leralh tersebut menjaldi daleralh otonom penuh (Ha lnif 

Nurcholis, 2007:29). Da lri pendalpa lt tersebut da lpalt ditalrik kesimpulaln ba lhwal 

otonomi da leralh da lpalt dia lrtikaln seba lga li wewena lng ya lng diberika ln oleh 

pemerintalh  pusa lt kepaldal daleralh balik ka lbupalten malupun kotal untuk 

menga ltur,  mengurus, mengenda llikaln da ln mengemba lngka ln urusa lnnya l sendiri 

sesua li  denga ln kemalmpua ln da leralh malsing-malsing da ln menga lcu kepaldal 

kepalda l  peraltura ln perundalnga ln ya lng berla lku da ln mengikaltnya l. 

Otonomi daleralh di Indonesial telalh alda l sejalk talhun 1903 ya lng terbalgi 

ke dalla lm 3 (tigal) ma lsa l ya lkni malsa l penjalja lhaln Bela lnda l, malsa l penjaljalha ln 

Jepalng, da ln malsa l Indonesia l merdekal. Da llalm kurun walktu itu, perubalhaln 

situalsi politik telalh mewalrnali perubalha ln prinsip pemberialn otonomi kepaldal 

da leralh. Da lri sejalk a lda l sa lmpali seka lralng, otonomi da leralh di Indonesia l 

menga llalmi perubalha ln mengikuti iralmal „talrik-menalrik kewenalnga ln Pusa lt-

Da leralh.‟Otonomi daleralh kaldalng membesa lr daln kalda lng mengecil. Itulalh 

pa lsa lng surut otonomi daleralh ya lng telalh da ln mungkin alkaln terus berlalngsung 

di NKRI. 

Otonomi Dalera lh berlalndalska ln pa lda l da lsa lr Perundalng-unda lnga ln 

ya lng kualt, ya litu:  

1. Unda lng-Unda lng Da lsa lr da llalm pa lsa ll 18 ya lng menyebutka ln 

a ldalnya l pembalgia ln pengelolalaln penmerinta lhaln pusa lt da ln daleralh.  
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2. Keteta lpaln MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentalng penyelengga lrala ln 

Otonomi Da lera lh.  

3. Unda lng-Unda lng No.23 Ta lhun 2014 tentalng pemerintalh da leralh. 

2.2. Otonomi Desa l 

Otonomi desal merupalka ln otonomi ya lng a lsli, bulalt da ln utuh 

sertal  buka ln merupalka ln pemberialn dalri pemerintalh. Seballiknya l 

pemerintalh  berkewaljibaln menghorma lti otonomi alsli ya lng dimiliki oleh 

desa l  tersebut.Sebalga li kesaltua ln malsya lralka lt hukum ya lng mempunya li susuna ln 

a lsli  berda lsa lrkaln ha lk istimewal, desa l da lpalt melalkuka ln perbua ltaln hukum 

ba lik  hukum publik, malupun hokum perda ltal, memiliki kekalya la ln, halrta l bendal 

sertal  da lpa lt dituntut daln menuntut dimukal penga ldilaln (H. Widja ljal,2003:165). 

Talliziduhu Ndrohal dallalm buku Ha lnif Nurcholis (2011:19) 

menjelalska ln  ba lhwa l desa l ya lng otonom a lda llalh desa l ya lng merupa lka ln subjek 

hukum, a lrtinya l da lpa lt  melalkuka ln tindalka ln-tindalkaln ya lng da lpalt dilalkukaln 

a lntalra l lalin: 

1) Menga lmbil keputusaln alta lu membualt peraltura ln ya lng da lpalt mengika lt 

segena lp  wa lrga l desa l a ltalu pihalk tertentu sepa lnjalng menya lngkut ruma lh 

talngga lnya l.  

2) Menjalla lnkaln pemerintalha ln desa l  

3) Memilih kepallal desa l  

4) Memiliki halrtal benda l daln keka lya laln sendiri  

5) Mengga lli daln menetalpka ln sumber-sumber keualnga ln sendiri 

6) Memiliki talnalh sendiri  
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7) Menyusun ALPPKD (ALnga lra ln Pendalpaln Da ln Pengelua lraln Keua lnga ln Desa l)  

8) Menyelengga lralka ln gotong-royong  

9) Menyelengga lralka ln peraldilaln desa l  

10) Menyelengga lralka ln urusa ln lalin demi keseja lhteraln malsya lra lkalt desal. 

Secalra l historis desa l merupa lkaln cikall ba lka ll terbentuknya l 

malsya lra lka lt  politik daln pemerintalhaln di Indonesia l  ja luh sebelum nega lral-

ba lngsa l ini terbentuk. Struktur sosiall sejenis desal, malsya lralka lt alda lt daln lalin 

seba lga linya l  telalh menjaldi institusi sosia ll ya lng  mempunya li posisi ya lng 

sa lnga lt penting.  

Menurut R. Bintarto desa merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, 

politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan 

wilayah lain. 

Ha lnif Nurcholis (2011 : 3) menga lta lkaln desa l da ln keluralhaln a lda llalh 

sa ltualn  pemerintalh terendalh denga ln sta ltus berbedal. Desa l a ldallalh sesua ltu 

pemerintalh ya lng  diberi halk otonomi alda lt sehingga l merupalka ln balda ln hukum 

seda lngka ln kelura lhaln a ldalla lh sa ltualn pemerintalh a ldministralsi ya lng ha lnya l 

merupalka ln perpalnjalnga ln talnga ln  dalri pemerintalh ka lbupalten altalu kotal. 

Kelura lha ln buka ln ba lda ln hukum mela linkaln  ha lnya l seba lga li tempalt 

beroperalsinya l pelalya lna ln da lri pemerintalh ka lbupalta ln a ltalu kotal  diwilalya lh 

keluralha ln setempalt. Desa l aldalla lh wilalya lh denga ln ba ltals-balta ls tertentu  seba lgali 

kesa ltualn malsya lra lka lt hukum (alda lt) ya lng berha lk menga ltur daln 

mengurus  urusa ln malsya lra lkalt setempalt berda lsa lrkaln a lsa ll-usulnya l. 
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Seba lga li ma lsya lralkalt hukum  (a lda lt) ya lng memiliki otonomi, 

malka l  desa l merupalka ln subjek hukum. Desa l  ya lng otonom a lda llalh desa l 

ya lng  merupalka ln subjek hukum, alrtinya l da lpalt  melalkuka ln tindalka ln-tindalkaln 

hukum. 

Penyelengga lrala ln pemerintalhaln desal merupa lkaln subsistem dalri sistem 

penyelengga lra la ln pemerintalhaln sehingga l desa l memiliki kewenalnga ln da ln 

mengurus kepentinga ln ma lsya lra lkaltnya l melallui perencalna laln pemba lnguna ln 

desa l diselengga lra lkaln denga ln mengikut sertalka ln malsya lra lkalt desal melallui 

musya lwa lralh perencalna la ln pembalnguna ln desa l sertal a lga lr Desa l da lpa lt 

terintegra lsi da ln dilalksa lnalka ln denga ln ba lik, pemerintalh ha lrus segera l 

melalkukaln revisi ya lng a lda l dallalm UU Desa l, alnta lral lalin terhaldalp normal 

hukum ya lng ma lsih menimbulkaln konflik ba lik vertikall malupun horizontall 

sertal perlu alda lnya l pembalhalsa ln ya lng jela ls da llalm perubalha ln Unda lng-Unda lng 

Desa l alnta lral kewenalnga ln Kemenda lgri da ln Kementrialn desal terkalit progra lm 

pembalnguna ln. 

2.3. Pemerintalhaln di Tingkalt Desal 

Da llalm Unda lng-Unda lng Nomor 4 Talhun 2014 ditega lska ln balhwal 

penyelengga lra la ln Pemerintalhaln Desa l, pela lksa lnala ln pembalnguna ln, pembinala ln 

kemalsya lra lkalta ln, daln pemberdalya laln malsya lra lka lt berdalsa lrkaln Palncalsilal, 

Unda lng-Unda lng Da lsa lr Nega lra l Republik Indonesia l Talhun 1945, Nega lral 

Kesa ltualn Republik Indonesial, da ln Bhinnekal Tungga ll Ika l. Undalng-Unda lng 

ini mengaltur malteri mengenali ALsa ls Penga lturaln, Keduduka ln da ln Jenis Desal, 

Pena ltala ln Desa l, Kewena lnga ln Desa l, Penyelengga lrala ln Pemerintalha ln Desa l, 
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Ha lk da ln Kewa ljibaln Desa l da ln Ma lsya lralka lt Desa l, Pera lturaln Desa l, Keua lnga ln 

Desa l da ln ALset Desa l, Pembalnguna ln Desa l da ln Pembalnguna ln Ka lwa lsa ln 

Perdesa laln, Ba lda ln Usa lha l Milik Desa l, Kerja l Sa lmal Desa l, Lemba lgal 

Kema lsya lra lka ltaln Desa l da ln Lemba lga l ALdalt Desa l, serta l Pembinala ln da ln 

Penga lwa lsa ln. Selalin itu, Undalng-Unda lng ini juga l menga ltur denga ln ketentualn 

khusus ya lng ha lnya l berlalku untuk Desa l ALdalt seba lga limalnal dialtur da llalm Ba lb 

XIII. 

Da llalm Pera lturaln Da leralh Ka lbupa lten Bengka llis Nomor 1 Talhun 2014, 

Pemerintalh desa l alda llalh penyelengga lra laln urusa ln Pemerintalha ln daln 

kepentingaln ma lsya lra lkalt setempalt dalla lm sistem Pemerintalha ln Nega lral 

Kesa ltualn Republik Indonesia l. Pemerinta lhaln didesa l diselengga lralka ln oleh 

Kepa llal Desa l da ln Pera lngka lt Desa l sertal Ba ldaln Permusya lwa lra ltaln Desa l (BPD) 

menjallalnka ln Pemerintalha ln sesua li denga ln fungsinya l.  

Penyelengga lrala ln pemerintalhaln desa l merupalka ln subsistem dalri 

system  penyelengga lra la ln pemerintalhaln, sehingga l desa l memiliki kewenalnga ln 

untuk  menga ltur daln mengururs kepentinga ln malsya lralka ltnya l. Kepa llal 

desa l  bertalnggung ja lwa lb kepa ldal Ba ldaln Perwa lkilaln Desa l daln 

menya lmpalika ln  lalpora ln pelalksa lna laln tersebut kepaldal bupalti 

(Widjalja l,2003:3). 

Da llalm konteks desa l, The Lia lng Gie (1982:25) mendefinisikaln 

talta l pemerintalhaln desa l a ldalla lh traldisi da ln institusi ya lng menja llalnka ln 

kekualsa la ln di dallalm sualtu pemerintalha ln desa l (Pemerintalhaln Desa l daln BPD), 

termalsuk di dalla lmnya l a ldallalh seba lga li berikut:  
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1. Proses pemerintalhaln desa l dipilih, dipalntalu, da ln diga lntikaln,  

2. Ka lpa lsitals pemerintalha ln desa l untuk memformulalsika ln daln melalksa lna lka ln 

kebijalkaln seca lral efektif, daln  

3. Penga lkualn ma lsya lra lka lt da ln seluruh pemalngku kepentinga ln terhalda lp 

institusi ya lng menga ltur interalksi a lntalra l merekal. 

Unsur tera lkhir dalpalt dilalkuka ln melallui tiga l struktur komunikalsi, 

ya litu kewena lnga ln, legitimalsi, da ln representalsi. Kewena lnga ln a ldalla lh ha lk 

pemerintalha ln desal untuk membualt keputusaln da llalm bidalng tertentu. 

Wa llalupun ini merupalkaln ha lk da lri sua ltu pemerintalha ln desa l, na lmun ya lng 

terpenting a ldalla lh balga limalnal melibaltkaln persepsi ralkya lt tentalng tinda lka ln 

ya lng perlu dila lkukaln pemerintalhaln desa l. Legitima lsi diperoleh kalrenal 

malsya lra lka lt menga lkui balhwa l pemerintalhaln desa l telalh menjallalnka ln pera lnnya l 

denga ln ba lik, altalu kinerjal dalla lm menjalla lnkaln kewenalnga ln itu tinggi. 

Representalsi dialrtikaln seba lga li ha lk untuk mewa lkili penga lmbilaln keputusa ln 

ba lgi kepentinga ln golonga ln lalin da llalm ka lita lnnya l denga ln alloka lsi sumber dalya l.  

Da lri sini terlihalt balhwal taltal pemerintalhaln desa l tidalk ha lnya l terbaltals 

pa ldal ba lga limalnal pemerintalha ln desal menja llalnka ln wewenalngnya l denga ln balik 

semalta l. Tetalpi ya lng lebih penting lalgi a ldalla lh ba lga limalna l ma lsya lralka lt desal 

da lpalt berpa lrtisipalsi da ln mengontrol pemerintalha ln desa l untuk menjalla lnkaln 

wewena lng tersebut denga ln ba lik. 

Kepa llal desa l berkedudukaln seba lga li kepallal pemerintalha ln desal ya lng 

memimpin penyelengga lrala ln pemerintalha ln desa l. Kepa llal desa l bertuga ls 

menyelengga lra lkaln pemerintalha ln desa l, melalksa lnalka ln  pembalnguna ln, 
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pembinalaln kemalsya lra lka ltaln, daln pemberdalya la ln  malsya lralka lt. Ba lda ln 

Permusya lwa lralta ln Desal juga l memiliki fungsi melalksa lna lka ln Pemerintalha ln di 

Desa l. Ba lda ln Permusya lwa lra ltaln Desa l a ldalla lh  lembalga l lembalga l ya lng 

melalksa lnalka ln fungsi  pemerintalha ln ya lng a lnggota lnya l merupa lkaln  wa lkil da lri 

penduduk desal berda lsa lrkaln  keterwa lkilaln wilalya lh da ln di tetalpka ln 

secalra l  demokrtis. Baldaln Permusya lwa lralta ln Desal  berfungsi membalha ls da ln 

menyepa lkalti  ralncalnga ln peralturaln desa l bersa lmal kepalla l desa l,  menalmpung 

da ln menya llurkaln a lspiralsi  malsya lra lkalt, melalkuka ln penga lwsa ln kinerjal  kepallal 

desa l.  

2.4. Balda ln Permusyalwalraltaln Desal (BPD) 

Menurut Widjaljal (1993:3) Ba lda ln Permusya lwa lralta ln Desa l ya lng 

disingka lt  BPD a lda llalh baldaln permusya lwa lra ltaln ya lng terdiri dalri altals pemukal-

pemukal  malsya lra lka lt di desal ya lng berfungsi menga lyomi alda lt istialda lt, 

membualt peralturaln  desa l, menalmpung da ln menya llurkaln alspira lsi ma lsya lralka lt 

sertal melalkuka ln  penga lwa lsa ln terhalda lp penyelengga lrala ln pemerintalha ln desal. 

Da llalm Pera lturaln Da leralh Ka lbupa lten Bengka llis Nomor 9 Talhun 2018, 

Ba ldaln Permusya lwa lralta ln Desa l ya lng sela lnjutnya l disingka lt BPD a lta lu ya lng 

disebut denga ln na lmal lalin a lda llalh lembalga l ya lng mela lksa lnalka ln fungsi 

pemerintalha ln ya lng a lnggota lnya l merupa lkaln wa lkil dalri penduduk 

Desa l berdalsa lrka ln keterwalkilaln wilalya lh da ln ditetalpka ln secalra l demokraltis. 

Ba ldaln Permusya lwa lra ltaln Desa l untuk setialp kalbupa lten dialtur 

berdalsa lrka ln pera lturaln da lera lh ya lng diterbitkaln oleh Bupa lti selalku kepa llal 
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da leralh. Peralturaln dalera lh kalbupa lten/kotal dibualt oleh DPRD ka lbupalten /kotal 

bersa lmal Bupa lti/Wa llikotal.  

Ba ldaln Permusya lwa lraltaln Desa l ya lng berfungsi menalmpung 

a lspiralsi ma lsya lra lka lt, sertal menetalpka ln pera lturaln desa l bersa lma l Kepa llal Desa l 

ha lrus berfungsi seba lga limalna l mestinya l, sehingga l ma lsya lralka lt desal meralsa l 

terlindungi oleh palra l wa lkil-wa lkilnya l di BPD. Kinerjal pemerintalh desal 

da llalm menyelengga lralka ln pemerintalha ln desa l dialwa lsi oleh BPD.  

Penyelengga lral pemerintalh desa l alka ln tersusun da ln semalkin teralra lh 

lebih ba lik ba lhka ln lebih malju a lpa lbilal di berba lga li lalpisa ln ma lsya lralka lt desal 

menunjukkaln kesalda lralnnya l terhaldalp pemerintalh desal ya lng di da lmpingi oleh 

BPD. Sehingga l ma lsya lralkalt meralsa l terwalkili kepentingalnnya l untuk mencalpali 

pemerintalh desa l ya lng lebih ba lik. 

2.4.1. Tuga ls da ln Fungsi Ba lda ln Permusyalwalraltaln Desa l (BPD) 

Ba ldaln Permusya lwa lralta ln Desa l mempunya li fungsi ya lng dia ltur didalla lm 

Pera lturaln Da leralh No 9 Talhun 2018  ya lng bunyinya l:“ Ba ldaln 

Permusya lwa lralta ln Desa l mempunya li fungsi:  

a. Membalha ls da ln menyepa lka lti ralncalnga ln Peraltura ln Desa l bersa lmal 

kepalla l  Desa l;  

b. Mena lmpung da ln menya llurkaln a lspira lsi malsya lra lkalt Desa l;daln  

c. Melalkuka ln penga lwa lsa ln kinerjal kepallal Desa l.  

Da llalm Pera lturaln Da lera lh Ka lbupalten Bengka llis Nomor 9 Talhun 2018, 

tuga ls BPD a lda llalh  seba lga li berikut :  

a. Mengga lli alspiralsi ma lsya lra lkalt  
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b. Mena lmpung a lspira lsi malsya lra lka lt  

c. Mengelola l alspira lsi malsya lralka lt  

d. Menya llurkaln a lspiralsi ma lsya lra lkalt  

e. Menyelengga lralka ln musya lwa lralh BPD  

f. Menyelengga lralka ln musya lwa lralh Desa l  

g. Membentuk palnitial pemilihaln Kepa llal Desa l  

h. Menyelengga lralka ln musya lwa lra lh Desa l khusus untuk pemilihaln  Kepa lla l 

Desa l a lntalrwa lktu;  

i. Membalha ls da ln menyepa lka lti ralnca lnga ln Pera lturaln Desa l  bersa lmal Kepa llal 

Desa l  

j. Melalksa lna lka ln penga lwa lsa ln terhalda lp kinerjal Kepa llal Desa l  

k. Melalkuka ln eva llua lsi lalpora ln keteralnga ln penyelengga lra la ln  Pemerintalha ln 

Desa l  

l. Menciptalkaln hubunga ln kerja l ya lng ha lrmonis denga ln  Pemerintalh Desa l da ln 

lembalga l Desa l la linnya l  

m. Melalksa lna lka ln tuga ls lalin ya lng dia ltur dalla lm ketentualn 

peraltura ln  perundalng-unda lnga ln.  

 

2.4.2. Halk, Kewaljiba ln da ln Wewenalng Balda ln Permusyalwalraltaln Desa l 

(BPD) 

Da llalm Pera lturaln Da lera lh Ka lbupa lten Bengka llis Nomor 9 Talhun 2018 

telalh dialtur Ha lk, Kewa ljibaln daln Wewena lng Ba lda ln Permusya lwa lra ltaln Desa l 

a lntalra l lalin: 



24 

 

 
 

a. Ha lk BPD  

1. Menga lwa lsi da ln memintal keteralnga ln tentalng penyelengga lra la ln 

Pemerintalha ln Desa l kepalda l Pemerintalh Desa l; 

2. Menya ltalka ln pendalpalt alta ls penyelengga lrala ln Pemerintalha ln Desal, 

pelalksa lna laln pemba lnguna ln Desa l, pembina laln kema lsya lralka ltaln Desa l, 

da ln pemberdalya la ln malsya lra lka lt Desal; da ln 

3. Menda lpaltka ln bialya l operalsionall pelalksa lna laln tuga ls daln fungsinya l dalri 

ALngga lra ln Penda lpalta ln daln Bela lnja l Desa l. 

Ha lk ALnggota l BPD a lntalra l lalin: 

1. Menga ljukaln usul ra lncalnga ln Peralturaln Desa l;  

2. Menga ljukaln pertalnya laln;  

3. Menya lmpalikaln usul da ln/a ltalu pendalpa lt;  

4. Memilih daln dipilih; daln 

5. mendalpa lt tunjalnga ln da lri ALngga lra ln Penda lpa ltaln da ln Bela lnjal Desa l. 

b. Kewa ljibaln ALnggota l BPD  

1. Memega lng teguh da ln menga lmallkaln Palnca lsilal, melalksa lna lka ln Undalng-

Unda lng Da lsa lr Nega lra l Republik Indonesial Ta lhun 1945, sertal 

mempertalha lnkaln da ln memelihalral keutuhaln Nega lra l Kesa ltua ln 

Republik Indonesia l da ln Bhinneka l Tungga ll Ika l;  

2. Melalksa lna lka ln kehidupaln demokra lsi ya lng berkea ldilaln gender da lla lm 

penyelengga lra la ln Pemerintalha ln Desa l;  

3. Menda lhulukaln kepentingaln umum di altals kepentingaln priba ldi, 

kelompok, daln/a ltalu golonga ln;  
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4. Menghorma lti nilali sociall budalya l daln alda lt istialda lt ma lsya lra lkalt Desa l;  

5. Menjalga l norma l daln etikal da llalm hubunga ln kerjal denga ln lembalga l 

Pemerintalh Desa l da ln lembalga l desa l lalinnya l; daln  

6. Menga lwa ll alspiralsi malsya lra lka lt, menjalga l kewibalwa la ln daln kestalbilaln 

penyelengga lra la ln Pemerintalhaln Desa l sertal mempelopori 

penyelengga lra la ln Pemerintalha ln Desa l berda lsa lrkaln ta lta l kelolal 

pemerintalha ln ya lng ba lik. 

c. Wewena lng  BPD:  

1. Menga ldalka ln pertemualn denga ln malya lra lkalt untuk mendalpa ltkaln 

a lspiralsi;  

2. Menya lmpalikaln a lspira lsi ma lsya lra lkalt kepa lda l Pemerintalh Desa l secalral 

lisaln da ln tertulis;  

3. Menga ljukaln ra lncalnga ln Peralturaln Desa l ya lng menja ldi kewena lnga lnnya l;  

4. Melalksa lna lka ln monitoring daln eva llualsi kinerjal Kepa llal Desa l;  

5. Memintal keteralnga ln tentalng penyelengga lrala ln Pemerintalha ln Desal 

kepalda l Pemerintalh Desa l;  

6. Menya ltalka ln pendalpalt alta ls penyelengga lrala ln Pemerintalha ln Desal, 

pelalksa lna laln pemba lnguna ln Desa l, pembina laln kema lsya lralka ltaln Desa l, 

da ln pemberdalya la ln malsya lra lka lt Desal;  

7. Menga lwa ll alspiralsi malsya lralka lt, menjalga l kewibalwa la ln daln kestalbilaln 

penyelengga lra la ln Pemerintalha ln Desa l sertal mempelopori 

penyelengga lra la ln Pemerintalha ln Desa l berdalsa lrkaln ta ltal kelolal 

pemerintalha ln ya lng ba lik;  
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8. Menyusun pera lturaln talta l tertib BPD;  

9. Menya lmpalikaln la lporaln ha lsil penga lwa lsa ln ya lng bersifalt insidentil 

kepalda l Bupa lti melallui Calmalt;  

10. Menyusun da ln menya lmpalikaln usula ln rencalna l bia lya l opera lsiona ll BPD 

secalra l tertulis kepaldal Kepa llal Desa l untuk dialloka lsikaln da lla lm 

Ra lncalnga ln ALngga lraln da ln Penda lpaltaln Bela lnjal Desa l; 

11. Mengelola l bialya l operalsiona ll BPD;  

12. Mengusulka ln pembentukaln Forum Komunikalsi ALntalr Kelembalga la ln 

Desa l kepalda l Kepa llal Desa l; daln  

13. Melalkuka ln kunjunga ln kepalda l ma lsya lralka lt dalla lm ra lngka l monitoring 

da ln eva llualsi penyelengga lrala ln Pemerintalha ln Desa l. 

2.5. Malsyalralkalt  

Definisi Ma lsya lralka lt da llalm Unda lng Unda lng Nomor 11 Ta lhun 2022, 

Ma lsya lra lkalt aldalla lh seluruh ralkya lt Indonesia l, ba lik sebalga li oralng 

perseoralnga ln, kelompok oralng, ma lsya lra lka lt aldalt, baldaln usa lha l, malupun ya lng 

berhimpun dalla lm sualtu lembalga l a ltalu orga lnisalsi kemalsya lra lka ltaln. Ma lsya lra lkalt 

a ldalla lh seluruh ra lkya lt seba lga li malsya lra lkalt a lda lt, balda ln usa lha l, ma lupun 

berhimpun dallalm sua ltu kemalsya lralka ltaln. 

Menurut Rallph Linton  (da llalm Soerjono Soekalnto, 2006: 22) 

malsya lra lka lt merupalka ln setialp  kelompok malnusia l ya lng telalh hidup daln 

bekerjal bersalma l cukup lalmal, sehingga l merekal dalpa lt menga ltur diri merekal 

da ln menga lngga lp diri merekal  seba lga li sua ltu kesaltualn sosia ll denga ln ba lta ls-

ba ltals ya lng dirumuska ln denga ln  jelals seda lngka ln ma lsya lra lka lt menurut Selo 
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Soemalrdja ln (dallalm Soerjono  Soeka lnto, 2006: 22) a ldallalh oralng-ora lng ya lng 

hidup bersa lmal ya lng  mengha lsilkaln kebuda lya la ln da ln merekal mempunya li 

kesa lmala ln wilalya lh,  identitals, mempunya li kebialsa laln, tra ldisi, sika lp, da ln 

peralsa la ln persa ltualn ya lng  diikalt oleh kesalmala ln. 

Menurut Paul B. Horton Masyarakat merupakan kumpulan manusia 

yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, 

tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta 

melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia 

tersebut. 

Menurut Ha lnif Nurcholis (2019:449) Ma lsya lra lkalt desa l berbedal 

denga ln ma lsya lra lka lt kotal. Ma lsya lralka lt desa l tingga ll di perdesala ln seda lngka ln 

malsya lra lka lt kotal tingga ll di perkotala ln. ALkaln tetalpi, perbedala ln malsya lra lkalt 

desa l denga ln malsya lralkalt kotal tidalk semalta l-maltal dibedalka ln dalla lm hall tempalt 

tingga llnya l sa lja l. Ciri malsya lralka lt desal da lpa lt dilihalt dalri empalt sisi:  

1) tempalt tingga ll da ln maltal pencalhalrialn;  

2) sosia ll budalya l;  

3) lembalga l pemerintalha ln: da ln  

4) hubunga ln pemerintalhaln denga ln pemerintalh a ltalsa ln.  

Ma lsya lra lkalt desal tingga ll di perdesala ln denga ln maltal pencalha lrialn uta lmal 

seba lga li petalni. Sistem sosiall buda lya l ma lsya lra lkalt berbalsiska ln komunallisme, 

ya litu sualtu model kehidupaln berdalsa lrkaln ra lsa l senalsib sependeritala ln sehingga l 

mengedepalnka ln ra lsa l kebersalma laln da ln ha lrmoni dallalm mengha lda lpi malsa llalh 

ya lng diha ldalpi. Ma lsya lra lkalt desal mempunya li lembalga l pemerintalha ln 
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peningga llaln ma lsa l pra lkoloniall ya lng disesua likaln denga ln birokralsi pemerintalh 

a ltalsa ln demi dalpa lt melalksa lnalka ln tuga ls ya lng diberika ln da ln memberikaln 

pelalya lnaln kepa lda l malsya lra lkalt. Lemba lga l pemerintalha ln milik malsya lra lkalt desal 

mempunya li hubunga ln pemerintalhaln ya lng unik ka lrenal sta ltusnya l tida lk begitu 

jelals a lntalra l lembalga l pemerintalha ln formall denga ln lembalga l malsya lra lka lt. 

Pengurus desa l bukaln PNS da ln a lngga lra ln utalmal untuk penyelengga lra laln 

pemerintalha ln daln bialya l pembalnguna ln sebelum UU No. 6/2014 beralsa ll dalri 

a lset desal sendiri. Pemerintalh ha lnya l memberikaln ba lntualn a llal kalda lrnya l. 

Denga ln demikialn, ial buka ln lembalga l pemerintalh forma ll. ALkaln tetalpi, di sisi 

lalin ial diberi tugals oleh pemerintalh untuk melalksa lna lka ln tugals daln fungsi 

pemerintalha ln daln ditempaltka ln di balwa lh birokralsi pemerintalhaln 

ka lbupalten/kota l. Jikal demikialn, ial a lda llalh sa ltualn pemerintalha ln pallsu. 

2.6. Penelitialn Terdalhulu 

No Nalma l Peneliti, 

Ta lhun Penelitialn 

 

Judul Penelitialn Halsil Penelitialn 

1 Siti ALsiya lh, Talhun 

2013 

ALnallisis Fungsi Ba lda ln 

Permusya lwa lralta ln Desa l 

(BPD) Di Desa l Tri 

Ma lnungga ll Keca lma ltaln 

Talpung Ka lbupa lten 

Ka lmpalr. 

Fungsi ba ldaln 

permusya lwa l ra lta ln desa l di 

desa l Tri malnungga ll  

Keca lma ltaln Talpung 

Ka lbupa lten Ka lmpalr 

beralda l pa lda l kaltegori 

tidalk ba lik  denga ln 

persentalse 57,38% 

meliputi fungsi legislalsi 

denga ln persentalse  

54,70%, fungsi 

menalmpung da ln menya ll 

urka ln a lspiralsi malsya lra lka lt 

denga ln  persentalse 

62,65%. 

               

2 ALnggi Uta lmi,  ALnallisis Fungsi Ba lda ln Pelalksa lna la ln fungsi Ba ldaln 



29 

 

 
 

Talhun 2013 Permusya lwa lralta ln Desa l 

(BPD) Di Desa l Tua llalng  

Keca lma ltaln Tua llalng 

Ka lbupa lten Sialk 

Permusya lwa lralta ln Desal 

(BPD) Di Desa l  Tuallalng 

Keca lma ltaln Tuallalng 

Ka lbupa lten Sialk belum 

berjallaln denga ln  balik, 

ya lng meliputi fungsi 

meliputi peralturaln desal 

seba lnya lk 61 oralng  a ltalu 

50,86% da ln fungsi 

menalmpung a lspiralsi 

malsya lra lka lt sebalnya lk 70  

ora lng a lta lu 59,82%. 

Berda lsa lrka ln reka lpitulalsi 

tersebut terlihalt  balhwa l 

fungsi Meneta lpkaln 

Pera lturaln Desa l Bersa lmal 

Kepa llal Desa l daln  Fungsi 

Mena lmpung da ln 

Menya llurkaln ALspiralsi 

Ma lsya lra lkalt belum  

berjallaln seba lga limalnal 

mestinya l. 

 

3 Jukrialdi,  

Talhun 2014 

Pelalksa lna la ln  Kinerjal 

Ba ldaln Permusya lwa lra ltaln 

Desa l (BPD) di Desa l 

Pa lda lng Sa lwa lh  

Keca lma ltaln Ka lmpalr Kiri 

Ka lbupa lten Ka lmpalr 

Berda la lsa lrka ln Pera lturaln  

Pemerintalh Nomor 72 

Talhun 2005 

Ha lsil  penelitialn ini 

menunjukaln balhwa l 

kinerjal Ba ldaln 

Permusya lwa lralta ln Desal  

(BPD) Desa l Pa ldalng 

Sa lwa lh, Da lri enalm 

kewenalnga ln ya lng 

dimiliki oleh  Ba ldaln 

Permusya lwa lralta ln Desal 

ya lng terla lksa lna l ha lnya l 

dua l kewenalnga ln sa ljal 

ya litu mengusulka ln daln 

penga lngka ltaln kepa llal desal 

da ln membentuk  palnitial 

pemilihaln kepallal desal 

sementalral empa lt 

kewenalnga ln lalinya l belum  

terlalksa lnal, ya litu 

Membalha ls ra lnca lnga ln 

peraltura ln desal bersalmal 

kepalla l  desal, 

Melalksa lna lka ln 

penga lwa lsa ln terha ldalp 
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pelalksa lna laln pera lturaln 

desa l  da ln pera lturaln 

kepalla l desal, Mengga lli, 

menalmpung, 

menghimpun,  

merumuskaln daln 

menya llurkaln a lspiralsi 

malsya lra lka lt, daln 

Menyusun ta ltal  tertib 

BPD. 

 

4 ALnnisal 

Ra lhmalwa lni 

PELA LKSALNALA LN 

FUNGSI BA LDALN 

PERMUSYALWA LRALTALN 

DESAL (BPD)  DI DESAL 

TALNJUNG 

KECALMALTALN KOTO 

KA LMPALR 

HULU  KALBUPALTEN 

KA LMPALR 

Ba lhwa l BPD Desa l 

Talnjung belum bisal 

menjallalnka ln  fungsinya l 

denga ln ba lik da llalm sistem 

pemerintalha ln desal 

berdalsa lrka ln Unda lng-

 unda lng No. 6 Talhun 

2014 Tentalng Desa l da lla lm 

penyelengga lra la ln 

pemerintalha ln,  ha ll 

tersebut dalpa lt dilihalt dalri 

penilalialn malsya lra lka lt 

terhalda lp kinerjal 

ya lng  dilalkuka ln oleh 

BPD, semua l ha lsil 

wa lwa lncalra l ya lng telalh 

dilalkuka ln 

berdalsa lrka ln  responden 

malsya lra lka lt tidalk a ldal 

sa ltupun malsya lra lkalt ya lng 

menyebutka ln 

ba lhwa l  BPD tersebut 

berjallaln da ln telalh 

melalkukaln fungsinya l, 

sertal ha ll ya lng sa lmal 

juga l  disa lmpalika ln oleh 

Ketua l LPM da ln 2 oralng 

Tokoh malsya lra lka lt 

menyebutka ln  balhwa l 

BPD Desa l Talnjung 

memalng belum berjallaln 

denga ln ba lik.  
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2.7. Palnda lngaln Islalm terhaldalp Baldaln Permusyalwalraltaln Desal  

Isla lm alda llalh a lga lmal universa ll ya lng meliputi seluruh kehidupaln 

malnusia l,  ba lik urusa ln dunia l malupun a lkhiralt, balik ja lsmalni malupun 

roha lni.Undalng – unda lng  No.6 Ta lhun 2014 Tentalng Desa l. Penelitialn ini 

merupalka ln penelitialn lalpa lnga ln  (Field Resealrh) denga ln mengguna lkaln 

pendekaltaln norma ltif sosiologis. Sela lin itu  penelitialn ini juga l mengguna lka ln 

teori nomokralsi isla lm.  

Menurut Pulunga ln Suyuti (2002:152) Da llalm nomokralsi islalm 

terdalpa lt  tujuh prinsip ya lng ha lrus di pega lng da llalm kehidupaln berbalngsa l daln 

bernega lra l. Di  a lntalra l ketujuh pinsip tersebut terdalpalt prinsip “penga lmbilaln 

keputusaln”. ALl-quraln ha lnya l merekomendalsika ln musya lwa lra lh sebalga li 

metode dallalm penga lmbilaln  keputusa ln. Ha ll ini tertualng da llalm sura lt ALsy-

Syura l (42) alya lt 38. Dimalna l ALllalh  SWT menyuruh ma lnusia l untuk 

melalkukaln musya lwra lh dalla lm sega llal urusa ln,  selalma l urusaln tersebut bukaln 

merupalka ln urusa ln ibalda lh ya lng tela lh dialtur da llalm  ALl-qura ln da ln ALs-Sunna lh. 

ALllalh SWT memberikaln kebebalsa ln kepa ldal ma lnusia l  untuk meneralpka ln 

ba lga limalna l calral ya lng menurutnya l tepalt dallalm melalkukaln  musya lwa lra lh.   

Da lri halsil meneralpkaln prinsip-prinsip ya lng a ldal da llalm musya lwa lralh 

untuk  mencalpali mufalkalt sebalga li calral dalla lm pengalmbilaln keputusaln. 

Dimalna l prinsip- prinsip tersebut ya litu ta l‟alruf (sa lling mengena ll), tal‟a lwun 

(kerjal sa lmal), ma lslalha lh  (keuntunga ln), a ldl (bersikalp aldil), talhgyir 

(perubalha ln), selalin prinsip-prinsip di altals ha lsil keputusaln dalri sebua lh 
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musya lwa lralh juga l ha lrus memperhaltikaln tiga l ha ll  pokok, ya litu tingkalt 

a lkuralsi (ketepaltaln), Tingka lt kemalnfa lalta ln, da ln Tingkalt penallalra ln  

Da lri keberhalsila ln tersebut sehingga l malsya lra lkalt dalpa lt meralsa lkaln 

malnfa la lt  da lri kinerjal Kepa llal Desa l daln denga ln Ba ldaln Permusya lwa lra ltaln 

Desa l (BPD) di  Desa l Tengga lyun tersebut, balik da llalm hall pembalnguna ln 

malupun da llalm tuga lsnya l  sebalga li salla lh sa ltu rodal penggera lk Pemerintalha ln 

Desa l ya lng berja llaln sejalja lr. Q.S.  ALli Imraln: 159 : 

ِ  لِىْتَ  لهَمُْ  ۚ وَلىَْ  كُىْتَ  فظًَّّا غَلِيْظَ  الْقلَْبِ  
هَ  اّللٰ فبَمَِا رَحْمَة   مِّ

ىْا مِهْ  حَىْلكَِ  ۖ فاَعْفُ  عَىْهمُْ  وَاسْتغَْفرِْ  لهَمُْ  وَشَاوِرْهمُْ  فِى  لََوْفضَُّ

لِيْهَ  َ  يحُِبُّ  الْمُتىََكِّ
ِ  ۗ انِ   اّللٰ

 الَْمَْرِۚ  فاَذَِا عَزَمْتَ  فتَىََك لْ  عَلىَ اّللٰ

“ Malkal disebalbkaln ralhmalt dalri ALllalh-lalh kalmu berlalku lemalh Lembut 

terhaldalp  merekal. Sekiralnyal kalmu bersikalp kerals lalgi berhalti kalsalr, tentulalh 

merekal  menjaluhkaln diri dalri sekelilingmu. Kalrenal itu mal‟alfkalnlalh merekal, 

mohonkalnlalh  almpun ba lgi merekal, daln bermusyalwalraltlalh dengaln merekal 

dallalm urusa ln  itu.Kemudialn alpalbilal kalmu Telalh membulaltkaln tekald, Malkal 

bertalwalkkallla lh  kepaldal ALlla lh.Sesungguhnya l ALllalh menyukali oralng-oralng 

yalng bertalwa lkkall  kepaldal-Nyal”.  

 

Menurut Ibnu Ta lmiya lh (1960:85) da llalm skripsi Nurma lnsya lh 

(2017:30)  Seca lral istilalh Syura l bera lsa ll da lri ka ltal sya lwwa lra l-yusya lwwiru 

ya lng bera lrti  menjelalska ln, menya ltalka ln a ltalu menga ljukaln da ln menga lmbil 

sesua ltu, bentuk lalin  da lri kaltal kerjal ini alda llalh alsya lra l (memberi isya lra lt), 

talsya lwa lra l (berunding sa lling  tukalr penda lpalt), Sya lwir (mintal penda lpa lt) 

musya lwa lralh da ln musta lsyir (minta l penda lpa lt oralng la lin). Jaldi Syura l a ldallalh 

menjelalska ln, menya ltalka ln a ltalu  menga ljuka ln pendalpa lt ya lng ba lik, di sertali 

denga ln mena lngga lpi denga ln ba lik pulal  pendalpa lt tersebut. Pengertia ln ini 
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terdalpa lt paldal tiga l tempalt da llalm a ll-quraln ya lkni dallalm sura lh  a ll-ba lqa lralh (2) 

a lya lt 233, da llalm sura lh a lsy-syura l (26) a lya lt 38, a lya lt ini menga lndung  pujia ln 

a ltals ora lng ya lng menerimal serua ln ALllalh SWT ya lng diba lwal 

na lbi  Muha lmmald SALW, mendirikaln shola lt denga ln balik, memusya lwa lra lhkaln 

sega llal  urusa ln merekal, da ln menalfkalhka ln sega llal seba lgia ln rezki ya lng merekal 

peroleh.  Bermusya lwa lra lh merupalkaln sifa lt terpuji balgi ora lng ya lng 

melalksa lnalka lnnya l daln  alka ln memperoleh nikmalt dalri sisi ALllalh SWT, 

ka lrenal ha ll itu bernilali iba lda lh.  Ketiga l ya litu sura lh a ll-imraln (3) a lya lt 159, a lya lt 

ini merupalka ln perintalh ba lgi na lbi  SALW, untuk melalksa lna lka ln musya lwa lralh, 

bermusya lwa lra lh merupalka ln ungka lpaln  ha lti ya lng lema lh lembut daln sifa lt 

terpuji oralng ya lng mela lksa lnalka lnnya l.  

ALdal beberalpa l ha ldist-haldist tentalng pentingnya l bermusya lwa lra lh 

(Hidup  Demokraltis):  

Ha ldist pertalmal diriwalya ltkaln Ima lm Ibnu Ma ljalh: 

  إذَِا اسْتَشَا أحََدُكُمْ أخََاهُ فهَْيَسَرَّ عَهيَْهِ )ابن ماجه(
“A Lpalbilal sallalh seoralng kalmu memintal bermusyalwalra lh dengaln 

saludalralnyal, malkal penuhilalh”. (HR. Ibnu Maljalh) 

 

Ha ldist kedual diriwalya ltkaln Ima lm Thalbalri: 

تٍ )رواه انطبرانى(  تَشَاوَرُوا انْفقُهََاء وَانْعَابِدِيْنَ وَلاَ تَجْعَهىُْنَهُ بِرَأْيٍ خَاصَّ

“Bermusya lwalra lhlalh kallialn dengaln palral a lhli (fikih) daln alhli ibaldalh, daln 

Jalngalnlalh halnyal mengalndallkaln pendalpalt otalk saljal” (HR. A Lth-Tha lbralni) 

 

 Ha ldist ketigal diriwa lya ltka ln Ima lm ALhma ld: 

 ر: نىَِ اجْتَمَعْتمَُا فىِْ مَشُىْرَةٍ مَا اخْتهََفْتكُُمَا قال رسىل الله صمّ الله عهيه و سهم لِِ بى بكر و عم

  )رواه أحمد(
Telalh bersalbdal Ralsulullalh SALW. Kepaldal ALbu Balkalr daln Umalr : 

“A Lpalbila l kallialn  berdua l sepa lkalt da llalm musya lwalralh, ma lkal a lku tidalk 

alkaln menyallalhi kalmu  berdual.” (HR. A Lhmald) 

 

Ha ldist keempalt ya lng diriwa lya ltkaln Ima lm Talrmizi: 

  مَا رَأيَْتُ أحََدًا أكَْثَرَ مَشُىْرَةٍ لِاصَْحَابِهِ مِنْ رَسُىْلِ الله صهّى الله عهيه و سهم
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“Salyal tida lk pernalh melihalt seseora lng ya lng palling balnya lk musyalwalralh 

dengaln Salhalbaltnyal dibalnding Ralsulullalh SA LW.” (HR. Tirmidzi) 

 

Da lpa lt dilihalt dalri empalt ha ldist, jelals ba lhwa l a lpa lbilal telalh a lda l 

seora lng Sa luda lralmu untuk bermusya lwa lra lh ma lkal pa ltuhilalh (HR.Ibnu Ma lja lh) 

ka lrenal denga ln bermusya lwa lra lh bisa l membulaltka ln da ln menga lmbil keputusaln 

ya lng ba lik tidalk ha lnya l menga lndallka ln penda lpalt sendiri sa ljal. Ba lhwa l a lnggota l 

Ba ldaln Permusya lwa lralta ln Desa l (BPD) a lda llalh wa lkil dalri penduduk desal 

bersa lngkuta ln terdiri dalri Ketual rukun, Tokoh alda lt, Pemudal, Tokoh 

malsya lra lka lt, golonga ln profesi da ln la linnya l. Ha ll ini sejalla ln denga ln turunnya l 

a ll-qura ln ya lng menga ljalrka ln musya lwa lra lh da llalm menga lmbil sualtu ketetalpaln 

pa ldal proses penyelengga lra laln Pemerintalh. Dimalna l pemerintalh (pemimpin) 

tidalk boleh lepals da lri musya lwalralh Ra lsullulalh SALW, berka ltal kepa lda l ALbu 

ba lkalr da ln Umalr.“ALpalbilal kallialn berdual sepa lkalt dalla lm musya lwa lralh, malka l 

a lku tidalk alka ln menya llalhi kallialn berdual”. 

2.8. Definisi Konsep  

Untuk memudalhkaln da lla lm mengalna llisal penelitialn ini malkal 

a ldal beberalpa l konsep ya lng a lkaln dijelalska ln seba lga li alcua ln dallalm 

penelitialn, dialntalra lnya l aldalla lh:  

1. Ba ldaln Permusya lwa lra ltaln Desa l selalnjutnya l disingka lt BPD a lda llalh 

lembalga l ya lng merupa lka ln perwujudaln demokralsi da llalm 

penyelengga lra la ln pemerintalha ln desal sebalga li unsur penyelengga lral 

Pemerintalha ln Desa l.  



35 

 

 
 

2. Ba ldaln Permusya lwa lra ltaln Desa l (BPD) a lda llalh ba lda ln ya lng terdiri 

a ltals pemukal-pemukal ma lsya lralka lt ya lng a ldal di desa l setempalt, ya lng 

berfungsi mena lmpung da ln menya llurkaln a lspira lsi malsya lra lkalt.  

3. Pelalksa lna la ln fungsi a lda llalh reallisa lsi dalri a lpal ya lng telalh direncalnalkaln 

a ltalu ya lng ditetalpka ln sebelumnya l untuk mencalpa li tujualn ya lng 

diinginka ln.  

4. Desa l a lda llalh kesa ltua ln malsya lralka lt hukum ya lng memiliki baltals – 

ba ltals wila lya lh ya lng berwena lng untuk menga ltur daln mengurus 

kepentingaln ma lsya lralka lt setempalt berda lsa lrkaln a lsa ll usul daln a lda lt 

istialda lt setempalt ya lng dia lkui daln dihorma lti dallalm sistim Pemerintalha ln 

Nega lral Kesa ltua ln Republik Indonesial.  

5. Pemerintalha ln Desa l a ldallalh penyelengga lral urusa ln Pemerintalhaln 

oleh Pemerintalh Desa l da ln Ba lda ln Permusya lwa lralta ln Desa l dallalm 

menga ltur da ln mengurus kepentinga ln malsya lralka lt setempalt berdalsa lrka ln 

a lsa ll usul daln a ldalt istialda lt setempalt ya lng dia lkui daln dihormalti dalla lm 

sistem Pemerintalhaln Nega lra l Kesa ltualn Republik Indonesia l. 

2.9. Konsep Opera lsionall 

Konsep Opera lsiona ll merupalka ln unsur penelitialn ya lng 

memberitalhukaln  balga limalna l calra l mengukur sua ltu valria lble (Muhalmmald 

Idrus 2009:77), sehingga l  denga ln pengukura ln ini da lpalt diketalhui indikaltor 

a lpal sa lja l ya lng diketa lhui sebalga li  pendukungnya l untuk dialna llisis dalri va lrialble 

tersebut. Dallalm pengukura ln ini terdalpa lt sa ltu va lrialbel ya lng a lka ln diukur ya litu 
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fungsi BPD. ALda lpun va lria lbel fungsi  Ba lda ln Permusya lwa lra ltaln Desa l (BPD) 

denga ln indikaltornya l sebalga li berikut. 

Variabel Indikator Sub indikator 

Fungsi Menalmpung 

daln Menyallurkaln 

ALspiralsi Malsyalralkalt 

Baldaln  

Permusyalwalraltaln  

Desal di Desal  

Tenggalyun 

Kecalmaltaln Balndalr 

Lalksalmalnal 

Kalbupalten 

Bengkallis. 

1. Membahas dan 

Menyepakati 

rancangan 

peraturan desa 

bersama Kepala 

Desa 

 

1. Membuat rancangan peraturan 

desa 

2. Merumuskan dan Menetapkan 

peraturan desa 

 

2.  Menampung 

dan 

Menyalurkan 

Aspirasi 

Masyarakat 

1. Menampung aspirasi 

masyarakat secara langsung di 

Sekretariat 

2. Mendengarkan dan menerima 

aspirasi  

3. Bersosialisasi dengan 

masyarakat untuk menggali 

aspirasi masyarakat 

4. Menyalurkan aspirasi 

masyarakat untuk  dijadikan 

kebijakan 

 

3.  Melakukan 

pengawasan 

terhadap kinerja 

kepala desa 

1.  Melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Pemerintah 

Desa 

2.  Melakukan pengawasan terhadap 

dana Desa 

 

Sumber: Pera ltura ln Daleralh Kalbupa lten Bengka llis Nomor 9 Ta lhun 2018 
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2.10. Keralngkal Berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercapainya Pelaksanaan  Fungsi  

Menampung dan Menyalurkan 

Aspirasi Masyarakat BPD di 

Desa Tenggayun Kecamatan Bandar 

Laksamana Kabupaten Bengkalis  

Fungsi Badan 

Permusyawarata

n Desa (BPD) 

1. Membahas dan menyepakati 
rancangan Peraturan Desa bersama 

kepala  Desa 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat Desa  

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala 

Desa.  

Peraturan Daerah 

Kabupaten Bengkalis 

Nomor 9 Tahun 2018 
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BALB III 

METODE PENELITIA LN 

3.1. Lokalsi daln Walktu Penelitialn  

Penelitialn ini dilalkuka ln di Desal Tengga lyun Keca lmalta ln  Ba lnda lr 

La lksa lma lnal Ka lbupalten Bengka llis. Penelitialn ini dilalkukaln pada bulan Maret 

Tahun 2024. 

3.2. Jenis Penelitialn  

Jenis penelitialn ya lng diguna lka ln da lla lm penelitialn ini a lda llalh deskriptif  

kua llitaltif. Penelitia ln deskriptif kuallita ltif a lda llalh jenis penelitialn ya lng berla lnda lska ln 

pa ldal filsa lfa lt postpositivisme ya lng bia lsa lnya l diguna lka ln untuk meneliti palda l 

kondisi obyektif ya lng a lla lmialh dima lnal peneliti berperaln seba lga li instrumen kunci 

(Sugiyono 2008). 

3.3. Jenis daln Sumber Daltal  

ALdalpun jenis daln sumber da ltal ya lng diguna lkaln da llalm penelitialn ini alda llalh:  

1. Da ltal primer merupalka ln daltal ya lng dihimpun secalra l lalngsung da lri 

informaln  da ln di ola lh sendiri oleh peneliti. Daltal primer di peroleh da lri 

ha lsil  wa lwa lncalral ya lng dila lkukaln kepalda l responden (Ma lsya lra lka lt) 

da ln  alnggota l BPD.  

2. Da ltal sekunder merupalkaln dalta l ya lng di peroleh secalra l tidalk lalngsung 

ya litu  da lri halsil dokumentalsi da ln da ltal-da ltal ya lng tersedia l da lri berbalga li 

pihalk  a ltalu insta lnsi terkalit dengaln penelitia ln. 

3.4. Teknik Pengumpulaln Daltal  

Teknik pengumpulaln da ltal penelitialn ini alda llalh seba lga li berikut:  
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1. Observa lsi (penga lma ltaln)  

Da llalm teknik ini penulis mengaldalka ln penga lmaltaln la lngsung ke 

lokalsi tempalt penelitialn, untuk melihalt lebih dekalt daln jelals tentalng 

pelalksa lna laln  fungsi Ba lda ln Permusya lwa lra ltaln Desa l di Desal Tengga lyun 

Keca lma ltaln Ba lndalr La lksa lmalna l Ka lbupa lten Bengka llis. 

2. Wa lwalncalra l (Interview)  

Wa lwalncalra l ya litu sualtu ca lral pengumpulaln da lta l denga ln 

mengumpulkaln  dalta l denga ln mengaljikaln sejumlalh pertalnya laln secalra l 

lisaln kepa lda l subjek  penelitialn ya lng mengha lsilkaln da lta l berupal da ltal 

tralnskip wa lwa lncalral.  ALda lpun ya lng a lka ln di wa lwa lncalra li menjaldi key 

informaln da llalm penelitialn  ini a lda llalh a lnggota l Ba ldaln 

Permusya lwa lralta ln Desa l (BPD) da ln ma lsya lra lkalt.  

3. Dokumentalsi   

Pa lda l teknik ini ya litu teknik dokumenta lsi alta lu berupal foto 

malupun berupa l  dokumen bialsa l juga l berupa l kegia ltaln mencaltalt bukti 

ya lng da lpa lt mendukung  temualn penelitialn ya lng penulis bua lt. 

3.5. Informaln Penelitialn 

Subjek penelitialn altalu responden alda llalh oralng ya lng dimintal 

untuk  memberikaln keteralnga ln tentalng sua ltu falktal alta lu pendalpalt. Sebalgia ln 

ya lng telalh  dijelalska ln oleh (ALrikunto 2006: 145) subjek penelitialn a ldalla lh 

merupalka ln sumber informalsi ya lng diga lli untuk mengungka lpka ln falktal-fa lktal 

dilalpa lnga ln. 
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Penentualn subjek penelitialn ini diguna lkaln untuk memperoleh 

informalsi  ya lng dibutuhka ln secalra l jelals da ln mendallalm. Penentualn subjek 

penelitialn  dilalkuka ln denga ln calra l sa lmpel ya litu purposive sa lmpling. 

Purposive sa lmpling  alda llalh teknik penetualn sa lmpel denga ln 

mempertimbalngka ln tertentu (Sugiyono,  2005:96). Peneltialn ini menga lmbil 

sa lmpel sialpa l sa ljal ya lng menurut pertimba lnga ln  sesua li denga ln malksud da ln 

tujualn penelitialn. 

Ta lbel: 3.1 

No Informa ln Peneliti Jumla lh 

1 Kepa llal Desa l 1 

2 Ketua l BPD 1 

3 ALnggota l BPD 1 

4 Ka lur Desa l 1 

5 Ma lsya lra lkalt 5 

 Jumla lh 9 

Sumber : Da ltal olalhaln Ta lhun 2023 

3.6. ALnallisis Daltal  

Da ltal-Da lta l terkumpul alka ln disusun secalra l kua llitaltif ya litu daltal 

dialna llisis denga ln tidalk mengguna lka ln staltistik altalu maltemaltikal alta lu 

sejenisnya l na lmun cukup denga ln mengura likaln secalra l deskriptif dalri daltal 

ya lng telalh diperoleh. Dalla lm penetalpa ln metode alnallisis ini disesualika ln 

denga ln ka ltegori dalta l daln keingina ln peneliti. Dalri pembalhalsa ln tersebut, 

a lkaln dita lrik kesimpulaln seca lral deduktif ya litu penalrika ln kesimpulaln da lri 

ya lng bersifa lt umum kepalda l khusus. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1. Sejarah Desa 

Desa Tenggayun adalah salah satu desa dikecamatan Bandar 

Laksamana Kabupaten Bengkalis, yang berdiri pada tahun 1900 M. Desa 

Tenggayun merupakan salah satu desa induk dari Desa Sepahat dan Api-Api 

pada zaman kepemerintahan Tenggayun. Pada Tahun 1990 M keluarga Debih 

yang berasal dari buruk bakul, untuk pindah kedaerah tenggayun pada asal 

keluarga debih termasuk keluarga sederhana sekali ditinjau dari kehidupan 

keluarga. 

Pada zaman dahulu buruk bakul masih di bawah Kerajaan Siak tetapi 

adanya campur tangan Bangsa Belanda mengenai penguasa daerah Terutama 

tentang pembayaran Pajak keluarga dengan belanda disebut dengan 

BLASTINK oleh karena ketidak mampuannya secara fisik maka Debih 

mengambil keputusan untuk pindah kesebuah Desa yang belum ada nama 

pada waktu itu, akibat tidak mampu membayar pajak atau Blastink. maka 

Debih didenda, rumahnya harus dikosongkan maka beliau beserta 

keluarganya membuat keputusan harus pindah untuk perubahan nasib 

keluarganya. 

Pada tahun 1901-1902 beliau menyusun program pembangunan 

Desa pertama kali beliau memuat tapak ladang padi, ubi dan kebun Pinang. 

Untuk menahan tuntutan kebutuhan sehari-hari dan mempersiapkan 

kehidupan yang akan datang. Pertama kali beliau kerja sama dengan keluarga 
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yang ikut serta pindah dari Buruk Bakul. seketika penggarapan tersebut 

bertemu pohon-pohon Tenggayun yang rindang serta berbuah, ciri-ciri pohon 

tersebut adalah berakar tunggang bercabang dan berbuah, buahnya seperti 

buah durian dan kayunya sangat berkualitas untuk bahan bangunan. maka 

pada hari jum'at Oktober 1904 diberi nama Desa Tenggayun. (Sumber: 

website resmi Desa Tenggayun) 

Tenggayun letaknya di RT 01 RW 01 Dusun Amalia yang sekarang 

ini berada di parit keramat H.ESAH (PLN) sampai dengan parit keramat 

H.Abdullah/H.Bedah (SDN 21 Desa Tenggayun) disebut alur inggris. Yang 

dahulu dibawah wilayah Colter Wardana Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 

lebih sepuluh tahun beliau menemani Desa tercinta ini Beliau pun pergi 

menunaikan ibadah haji sehingga bergelar H.Muhammad Nur, beliau pandai 

berbahasa belanda dan bahasa inggris, beliau berasal dari suku melayu Buruk 

Bakul termasuk orang yang mengetahui sebagian ilmu agama. 

Penghulu H. Muhammad Nur menjalani Kepemerintahan Desa 

Tenggayun pada Tahun 1991 sampai dengan tahun 1927 beliau pun wafat 

Maka Kepemerintahan Desa Tenggayun dilanjutkan oleh JA'FAR karena 

pada waktu penghulu Ja'far ada seseorang sosok pemimpin yang amanah dan 

tanggung jawab melanjutkan Pembangunan Desa Tenggayun ini. Beliau 

berasal dari Bukit Batu, beliau juga salah seorang armada laut (Nakhoda 

perkapalan antar Bangsa), beliau juga pandai berbahasa inggris dan belanda. 

beliau pendidikan kelas III HNS Sumatera Barat lamanya H. ja'far pada tahun 

1928-1954. 
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Pemekaran daerah Sepahat dan Api-Api bertepatan pada tahun 1928, 

maka desa berbagi kekuasaan wilayah yaitu sepahat dilantik pada tahun 1928 

dipimpin H. Koho dan api-api dipimpin oleh penghulu boyak. Pada tahun 

1954-1985 kepemimpinan desa tenggayun H. ja'far kemudian dilanjutkan 

oleh anaknya H. Arsyad dan didampingi wakil pada zaman itu yaitu Atan 

Saman sampai wafat tahun 1986. 

Pada tahun 1986 pemerintah desa dipimpin oleh Amir Hazana 

sampai dengan tahun 1991 setelah itu pada tahun yang sama demokrasi pun 

mulai berjalan Kepala Desa Tenggayun dipilih secara demokrasi oleh 

masyarakat tenggayun dan berganti kepemimpinan dengan H. Hamid 

dengan berjalannya waktu kepemimpinannya H. Hamid wafat dan diganti 

pejabat. sementara M. Khairil sampai tahun 2005 dan kembali masyarakat 

desa tenggayun melakukan pemilihan ulang untuk kepemimpinan desa 

periode 2005 s/d 2019 dan terpilihlah M. Khairil. Setelah priode berakhir desa 

tenggayun kembali melakukan pemilihan ulang secara demokrasi dan 

terpilih  oleh seorang tokoh perempuan yang bernama Hj. Aisyah priode 2010 

s/d 2013 dan hanya berjalan 2 tahun lebih di karenakan Hj Aisyah maju 

menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau dikenal DPRD dan 

bergantilah pimpinan desa tenggayun dengan saudara Nasrun sampai tahun 

2019 Kemudian dipilih lagi secara demokrasi dan terpilihlah M. Khairil dan 

masih menjabat saat ini. Beliau adalah salah satu tokoh yang cukup terkenal 

di masyarakat desa tenggayun dengan gagasan yang cemerlang dan beberapa 

gagasan beliau adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui sektor 
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pertanian, perikanan dan perkebunan Meningkatkan pendidikan baik itu 

dibidang formal dan informal meningkatkan taraf hidup masyarakat dari 

kebodohan dan kemiskinan. Harapan beliau menjadikan desa tenggayun 

menjadi desa aman dan tertib. (Sumber: website resmi Desa Tenggayun) 

4.2. Geografis Desa Tenggayun 

Desa Tenggayun merupakan salah satu desa diantara 7 desa yang 

berada di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dengan luas 

wilayah 216,41 Km
2
 yang terbagi menjadi tiga Dusun yaitu Dusun Amalia, 

Dusun Harapan dan Dusun Meranti. 

Ditinjau dari letak geografisnya, Desa Tenggayun memiliki batas 

wilayah antara lain: 

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Api-Api 

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sepahat 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan Bukit Batu 

4. Sebelah Utara berbatasan dengan laut yang berhadapan dengan Selat 

Malaka 

Desa Tenggayun beriklim tropis, musim yang terdapat di Desa 

Tenggayun sama halnya dengan daerah lain yaitu musim panas dan musim 

hujan. Kondisi inilah yang membuat daerah tersebut berpotensi sebagai 

daerah pertanian dan perkebunan. 

4.3. Demografis Desa  

Demografis Desa  Tenggayun dengan jumlah penduduk sebanyak 

2150 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 621 KK. Dengan klasifikasi 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-Laki 1113 

2. Perempuan 1037 

 Jumlah 2150 

Sumber: Arsip Desa Tenggayun Tahun 2023 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah 

1. Petani 186 

2. Pedagang 131 

3. Nelayan 191 

4. Buruh 80 

5. Pegawai Negeri Sipil 37 

6. Tenaga Honorer 59 

7. Belum/Tidak Bekerja 1466 

 Jumlah 2150 

Sumber: Arsip Desa Tenggayun Tahun 2023 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama 

No Agama Jumlah 

1. Islam 2146 

2. Katolik/Protestan - 

3. Budha 4 

4. Hindu - 

 Jumlah 2150 

Sumber: Arsip Desa Tenggayun Tahun 2023 

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Rumah Ibadah 

No Sarana Ibadah Jumlah 

1. Masjid 1 

2. Musholla 6 

 Jumlah 7 

Sumber: Kantor Desa Tenggayun 

Tabel 4.5 Sarana Objek Wisata 

No Objek Wisata Jumlah 

1. Pantai Bahari Tenggayun 1 

2. Pantai Kenanga 1 

 Jumlah 2 

Sumber: Kantor Desa Tenggayun 
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Tabel 4.6 Jumlah Sarana Pendidikan 

No Nama Sarana Pendidikan Jumlah Keterangan 

1. Madrasah Aliyah Swasta 1 Swasta 

2. MTS 1 Swasta 

3. Sekolah Dasar 2 Negeri 

4. Madrasah Diniyah Awaliyah 2 Swasta 

5. TK 1 Swasta 

6. PAUD 2 Swasta 

 Jumlah 9  

Sumber: Kantor Desa Tenggayun 

4.4. Pemerintahan Desa Tenggayun 

Tabel 4.7 Nama dan Jabatan Perangkat Desa 

No NAMA JABATAN 

1. M. Khairil Kepala Desa 

2. Hendri Warman, A.md Sekretaris Desa 

3. Erna Kepala Urusan Keuangan 

4. Asmara Kepala Urusan Perencanaan 

5. Herma Kepala Urusan Tata Usaha & Umum 

6. Miftahul Khair Kepala Seksi Kesejahteraan 

7. Muhammad Andika Kepala Seksi Pemerintahan 

Sumber: Kantor Desa Tenggayun 

Tabel 4.8 Nama dan Jabatan Kepala Dusun 

No NAMA JABATAN 

1. Ahmad Yani Kepala Dusun Amalia 

2. Herman Kepala Dusun Harapan 

3. Rozali Kepala Dusun Meranti 

Sumber: Kantor Desa Tenggayun 
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Tabel 4.9 Nama Keanggotan Badan Permusyawaratan Desa 

No NAMA JABATAN 

1. Zulfikri Ketua 

2. Norman Wakil Ketua 

3.  Iwan Sekretaris 

4. Asri Baini Anggota 

5. Eka Juliana Sari Anggota 

Sumber: Kantor Desa Tenggayun 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini, 

bahwa fungsi Badan Permusyawaratn Desa yaitu menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, sebagai Mitra Pemerintahan (legislasi) 

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa 

yang diajukan BPD dan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam 

Musyawarah dan sebagai Pengawas BPD mengawasi setiap kegiatan 

pemerintahan dan kinerja Kepala Desa.  Dari data yang didapat berdasarkan 

responden anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan 

responden masyarakat serta perangkat desa, bahwa Badan Permusyawaratan 

Desa Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis 

belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik dalam menampung dan 

menyalurkan aspirasi Masyarakat dan fungsi lannya berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, hal tersebut dapat dilihat dari penilaian masyarakat 

terhadap kinerja yang dilakukan oleh Badan Permuusyawaratan Desa, semua 

hasil wawancara yang telah dilakukan berdasarkan responden masyarakat 

tidak ada satupun masyarakat yang menyebutkan bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa tersebut berjalan dan telah melakukan fungsinya 

untuk menampung dan menyalurkaan aspirasi masyarakat, serta Pernyataan 

itu juga diperkuat oleh Pernyataan Ketua dan Anggota Badan 
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Permusyawaratan Desa yang tidak ada menampung aspirasi masyarakat. Hal 

itu dapat dilihat juga pada banyaknya aspirasi Masyarakat yang belum 

terealisasi dan Pembangunan yang belum merata yang tidak mengutamakan 

pembangunan yang dibutuhkan Masyarakat. 

6.2. Saran 

Adapun saran dari  Penulis mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten 

Bengkalis adalah sebagai berikut:  

1. Diharapkan kepada seluruh anggota BPD agar lebih meningkatkan lagi 

penggalian dan menyerap aspirasi masyarakat desa agar keinginan 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat desa. 

2. Diharapkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa 

untuk melibatkan Masyarakat dalam berbagai hal misalnya Merancang 

dan Menetapkan Peraturan desa, Pembangunan dan lain lain. 

3. Diharapkan kepada seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa agar 

lebih mensosialisasikan peraturan desa yang berlaku, apapun hasilnya 

biar masyarakat di desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana 

Kabupaten Bengkalis mengetahui dan bisa dipatuhi secara bersama.  

4. Kurangnya fasilitas penunjang membuat Badan Permusyawaratan Desa 

menjadi terhambat menjalankan fungsinya. Maka diharapkan 

pemerintah desa dapat membangun Kantor BPD atau untuk kegiatan 

menampung aspirasi masyarakat dan rapat atau musyawarah desa. 
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5. Kurangnya anggaran diharapkan Pemerintah Desa menyediakan 

anggaran khusus untuk Badan Permusyawaratan menampung aspirasi 

Masyarakat 

6. Diharapakan Pemerintah Desa mampu melakukan transparasi keuangan 

desa terhadap Badan Permusyawaratn Desa dan masyarakat desa. 

7. Diharapkan  kepada Badan Permusyawaratan Desa agar Akuntabilitas 

dalam mengawasi Pemerintah Desa dan tidak melibatkan kepentingan 

pribadi.
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarakat 

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam merumuskan rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa? 

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD dalam membahas rancangan 

Peraturan Desa bersama Kepala Desa? 

3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD dalam menetapkan Peraturan 

Desa bersama Kepala Desa? 

4. Apakah BPD dalam merancang dan menetapkan Peraturan Desa ada 

melibatkan Masyarakat? 

5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD menampung aspirasi 

masyarakat secara langsung di sekretariat? 

6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD dalam mendengarkan dan 

menerima aspirasi masyarakat desa? 

7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD bersosialisasi dengan 

masyarakat dalam membuat Peraturan Desa? 

8. Apakah BPD ada turun langsung untuk menggali aspirasi Masyarakat? 

9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD dalam menyalurkan aspirasi 

masyarakat untuk dijadikan kebijakan? 

10. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/I terhadap Pemerintah Desa dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar 

Laksamana Kabupaten Bengkalis? 

11. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD dalam mengawasi kinerja 

Pemerintah Desa? 

12. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i BPD dalam pengawasan terhadap 

dana Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis? 

 

  



 

 
 

B. Pertanyaan wawancara kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

1. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam 

merumuskan rancangan Peraturan Desa? 

2. Bagaimana mekanisme dalam membahas rancangan Peraturan Desa? 

3. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam 

menetapkan Peraturan Desa? 

4. Apakah dalam merancang dan menetapkan Peraturan Desa ada melibatkan 

Masyarakat? 

5. Bagaimana Kebijakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

menampung aspirasi Masyarakat? 

6. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menampung aspirasi Masyarakat 

di sekretariat? 

7. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pernah turun langsung ke 

Masyarakat untuk menggali atau menampung aspirasi Masyarakat? 

8. Bagaimana mekanisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

menyalurkan aspirasi Masyarakat? 

9. Bagaimana Kebijakan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja 

Kepala Desa? 

10. Bagaimana Kebijakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

pengawasan terkait anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa? 

  



 

 
 

C. Pertanyaan wawancara kepada Pemerintah Desa 

1. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif dalam perumusan 

rancangan Peraturan Desa di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana 

Kabupaten Bengkalis? 

2. Apakah BPD ikut serta dan aktif dalam membahas rancangan Peraturan Desa 

di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis? 

3. Apakah BPD ikut serta dalam menetapkan Peraturan Desa di Desa Tenggayun 

Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis? 

4. Apakah setelah menetapkan Peraturan Desa BPD ada melakukan sosialisasi ke 

Masyarakat terkait Peraturan Desa yang telah dibuat? 

5. Sejauh ini apakah BPD ada menampung aspirasi Masyarakat di sekretariat? 

6. Apakah BPD pernah turun ke masyarakat untuk menggali atau menampung 

aspirasi Masyarakat? 

7. Apakah BPD pernah menyalurkan aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah 

Desa? 

8. Bagaimana BPD dalam mengawasi jalannya Pemerintahan di Desa Tenggayun 

Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis? 

9. Apakah BPD aktif dalam mengawasi APBDes dan Alokasi Dana Desa di Desa 

Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis? 
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